
PERATURAN BUPATI BOGOR 
NOMOR 36 TAHUN 2023 

 

TENTANG  

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata sistem pengelolaan 

keuangan daerah yang dapat meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien,            

efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, 
Pemerintah Daerah telah membentuk Peraturan Bupati 
Bogor Nomor 44 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bogor; 

  b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan Sistem 
Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten 

Bogor, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu ditinjau; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah  Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950  tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten  dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851);   

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

    

   3. Peraturan… 
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  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           
Nomor 1781); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12                   

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5                  
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022  
Nomor 5);  

    
  MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH.  

   
  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 
   

  Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, 
adalah Daerah Kabupaten Bogor. 

  2. Bupati adalah Bupati Bogor. 

  3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

  

 

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah.  

  5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah. 

   6. Bendahara… 
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  6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai bendahara umum daerah 

  7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.  

  8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat                
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran.  

  9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, 

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan 
dengan anggarannya dalam satu periode. 

  10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban 

dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas 
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan 

periode sebelumnya. 

  11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. 

    

  BAB II  

  SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

  Pasal 2 

   

  SAPD terdiri dari atas sistem dan prosedur spesifik yang 
dipilih Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memproses 

pengumpulan data transaksi keuangan sampai dengan 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.  

   

  Pasal 3 

   

  SAPD memuat: 

  a.  sistem dan prosedur pencatatan sampai dengan tahap 
penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum 
tingkat SKPD; dan  

  b.  sistem dan prosedur pencatatan sampai dengan tahap 
penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum 

tingkat PPKD.  

   Pasal 4… 
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  Pasal 4 

   

  SAPD harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan 
PPKD di lingkungan Pemerintah Daerah.  

   

 BAB III 
 SISTEMATIKA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
 Pasal 5 
  

  Sistematika penyusunan SAPD, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini 

    

  BAB IV 

  KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 6 

   

  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sistem dan 

Prosedur Akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 44), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

  

 Pasal 7 

  

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

    

  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor. 

 

Ditetapkan di Cibinong 
  Pada tanggal 7 Agustus 2023 

        

     Plt. BUPATI BOGOR 
 

ttd. 
 

IWAN SETIAWAN 

Diundangkan di Cibinong 

Pada tanggal 7 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR 
 

ttd. 
 

BURHANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 

TAHUN 2023 NOMOR 36 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR 

KEPALA BAGIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 

 

HERISON 


